Menimbang :

Menginget :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kepaa
Daerah menggjukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pdaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat
| sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 1646);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan Retribug
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penyeenggaraan Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyedenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korups, Kolus dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik |ndonesa Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 1ndonesa Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nadsona (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 4473) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 4548);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik |ndonesa Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwekilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
tiga kdi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntand
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informes
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penergpan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 54);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Insans Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 4614);
Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provind Jambi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Proving Jambi Tahun 2007
Nomor 1);

Peraturan Daerah Proving Jambi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan
Anggaran Pendgpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran
Daerah Proving Jambi Tahun 2007 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS JAMBI

Dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetepkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2007.
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Pasal 1

(@) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuet :
a Laporan reslisas anggaran;
b. Neraca;
C. Laporan arus kas, dan
d. Catatan atas laporan keuangan.
2 Laporan keuangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan
kinerjadan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daeralVperusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan redlisas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasd 1 huruf atahun anggaran 2007 sebagai
berikut :

a Pendapatan Rp.1.155.350.577.267,42
b. Belanja Rp.1.105.387.893.927,00
Surplug/defist Rp. 49.962.683.340,42

C. Pembiayaan
- Penerimaan Rp.  310.525.174.629,92
- Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00
Surplug/ Defist Rp.  309.525.174.629,92
Pasal 3

Uraian laporan redlisas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
2 Selish anggaran dengan reslisas pendapatan ssjumiah Rp. 112.335.342.630,42 dengan rincian

sebagai berikut :
a Anggaran Rp.1.043.015.234.637,00
b. Redlisas Rp.1.155.350.577.267,42
Sdish lebivkurang Rp. 112.335.342.630,42
2 Selish anggaran dengan redisas belanja sgumlah Rp. 238.204.222.763,52 dengan rincian
sebagai berikut :
a Anggaran Rp.1.343.592.116.690,52
b. Redisas Rp.1.105.387.893.927,00
Selisih lebivkurang Rp. 238.204.222.763,52
(3)Sdigh anggaran dengan redisas surplug/devist sgumlah Rp. 350.539.565.393,94 dengan rincian
sebagai berikut :
a Anggaran Rp.  300.576.882.053,52
b. Redisas Rp. 49.962.683.340,42

Sdlisih lebilvkurang Rp.  350.539.565.393,94
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(4)Sdigh anggaran dengan redisas penerimaan Pembiayaan sgumliah Rp. 2.051.707.423,60 dengan

rincian sebagai berikut:
a Anggaran Rp. 312.576.882.053,52
b. Redisas Rp. 310.525.174.629,92
Selisih lebivkurang Rp. 2.051.707.423,60
(5)Sdlish anggaran dengan redlisas pengeluaran Pembiayaan sgumlah Rp. 11.000.000.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :
a Anggaran Rp. 12.000.000.000,00
b. Redisas Rp. 1.000.000.000,00
Sdlish lebilvkurang Rp. 11.000.000.000,00
(6)Sdlish anggaran dengan redlisas penerimaan Pembiayaan ssjumiah Rp.8.948.292.576,00 dengan
rincian sebagai berikut:
a Anggaran Rp.  300.576.882.053,52
b. Redisas Rp. 309.525.174.629,92
Selisih lebivkurang Rp. 8.948.292.576,40
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasdl 1 huruf b per 31 Desember 2008 sebagal berikut :
a Jumlah Aset Rp.2.928.719.103,759,57
b. Jumlah Kewgjiban Rp. 42.064.208.246,50
C. Ekuitas Dana Rp.2.836.654.895.513,07
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasd 1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :
a Saldo kas awal per 1 Januari

tahun 2007 Rp.  322.809.820.271.52
b. Aruskasdari aktivitasoperas Rp.  471.750.535.542,42
C. Aruskas dari aktivitas investas
aset non keuangan Rp.  421.787.852.202,00
d. Arus kas dan aktivitas pembiayaan Rp. 1.140.213.677,00
e Aruskas dari aktivitas
non-anggaran Rp. 10.232.938.218,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember
2007 Rp.  361.727.660.254,03
Pasal 6

Catatan aas lgporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasd 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat
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informas baik secara kuantitatif maupun kualitetif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7

Pertanggungjawaban peaksanaan APBD sebagaimana dimeksud pada Pasd 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a Lampiran | :  Laporanredisas anggaran

Lampiranl.1 :  Ringkasan lgporan redlisas anggaran menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisas;

Lampiranl.2 : Rincian laporan redlisas anggaran menurut urusan pemerintahan daerah,
organisad, pendapatan belanja dan pembiayaan;

Lampiranl.3 : Rekgpitulas redisad anggaran beanja daerah untuk kesdarasan dan
keterpaduan, urusan pemerintahan daerah dan fungs ddam kerangka
pengelolaan keuangan negarg;

Lampiranl.4 : Rekapitulas redisas anggaran belanja deaerah untuk Kesdarasan dan
Keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungs dadam kerangka
pengelolaan keuangan negarg;

Lampiranl.5 :  Dédftar piutang daerah

Lampiranl.6 :  Daftar penyertaan modal (investas) daerah;

Lampiranl.7 :  Dédftar redlisas penambahan dan pengurangan aset tetgp daerah;

Lampiran1.8 :  Dédftar redlisas penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiranl.9 :  Daftar kegistan-kegiatan yang belum disdesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembdi dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran1.10 :  Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiranl.11 :  Ddftar pinjaman daerah dan obligas daerah.

b. Lampiranll  :  Neraca
C. Lampiranlill :  Laporan aruskas
d. LampiranlV :  Catatan ataslgporan keuangan.

Pasal 8
Lampiran lagporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
aLaporan kinerjatercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daeralvperusahaan daerah tercantum dalam Lampiran
VI peraturan daerah ini.
Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pdaksanaan APBD Tahun 2007 diatur Iebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggd diundangkan.

Agar stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
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penempatannya dalam Lembaran Dagerah Proving Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 24 September 2008

GUBERNUR JAMBI,
dto
H. ZULKIFLI NURDIN
Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 24 September 2008
Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
dto

H. SYAFRUDDIN EFFENDI,SH
LEMBARAN DAERAH PROVINS JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 11
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NotaDinas

Kepada Yth : Bapak Gubernur Jambi
Medui Yth: Bapak Sekretaris Daerah Proving Jambi

Dari : Kepaa Biro Keuangan
Nomor : /Keu/X/2008
Tanggd : Oktober 2008

Perihad :Mohon Penandatanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak konsep neet Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendgptan dan Belanja Daerah serta Peraturan
Gubernur Jambi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaptan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, mohon perkenan Bapak untuk
menandatanganinya.

Demikian atas perkenan Bapak menandatangani kami ucgpkan terima kasih.

Kepaa Biro Keuangan,

Dra Emi Nopisah

Pembina Tk. |
NIP. 010161966

NotaDinas

KepadaYth : Sdr. KepalaBiro Organisas dan Hukum Setda

Proving Jambi
Dari : Kepaa Biro Keuangan
Nomor : /Keu/X/2008
Tanggd : Oktober 2008

Periha  :Mohon Penditian konsep neet Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi tentang
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Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara konsep neet Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendgptan dan Belanja Daerah serta Peraturan
Gubernur Jambi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaptan dan
Belanja Dagrah Tahun Anggaran 2008, mohon untuk dapat menditi
sebhagaimana mestinya.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepaa Biro Keuangan,

Dra Emi Nopisah

Pembina TKk. |
NIP. 010161966
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